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ABSTRAK

Angka perceraian di Indonesia menunjukkan peningkatan signifikan dalam
beberapa tahun terakhir, mencapai lebih dari 500.000 perkara pada tahun 2022,
dengan mayoritas adalah cerai gugat yang diajukan oleh istri. Fenomena ini
menimbulkan kekhawatiran akan dampak psikologis dan sosial yang luas, terutama
bagi anak-anak. Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mewajibkan mediasi
dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama sebagai upaya damai, namun
tingkat keberhasilannya bervariasi. Perbedaan efektivitas mediasi terlihat jelas
antara Pengadilan Agama Bekasi dan Pengadilan Agama Cikarang, meskipun
keduanya berada di wilayah yang berdekatan. Pengadilan Agama Bekasi
menunjukkan penurunan persentase keberhasilan mediasi dari 48,57% pada tahun
2022 menjadi 36,71% pada tahun 2023, sementara Pengadilan Agama Cikarang
justru mengalami peningkatan dari 22,60% menjadi 40,65% pada periode yang
sama. Kesenjangan ini mengindikasikan adanya faktor-faktor yang mempengaruhi
keberhasilan mediasi di kedua pengadilan tersebut, yang perlu dikaji lebih
mendalam untuk mengidentifikasi penyebab perbedaannya.

Penelitian ini menerapkan metode lapangan dengan sifat deskriptif-analisis
dengan metode komparatif. Data dikumpulkan melalui wawancara langsung
(mediator, panitera, staf) serta studi kepustakaan (PERMA No. 1 Tahun 2016, data
mediasi 2022-2023). Analisis data meliputi pengumpulan, reduksi, penyajian,
interpretasi, dan penarikan kesimpulan. Kerangka teori yang digunakan adalah
Teori Perbandingan Hukum untuk komparasi keberhasilan, Teori Efektivitas
Hukum Soerjono Soekanto (faktor hukum, penegak hukum, sarana, masyarakat,
kebudayaan) untuk analisis faktor-faktor yang memengaruhi mediasi, dan diperkuat
oleh Teori Transformative Mediation untuk menjelaskan dinamika interaksi para
pihak melalui konsep pemberdayaan (empowerment) dan pengakuan (recognition).

Hasil penelitian menunjukkan perbedaan keberhasilan sangat dipengaruhi oleh
faktor sosial-budaya yang berdampak pada interaksi para pihak. Pengadilan Agama
Bekasi, keberhasilan terhambat oleh budaya patriarki dan pemahaman masyarakat
yang rendah, yang menciptakan jalan buntu transformatif. Sehingga para pihak sulit
mencapai pemberdayaan (empowerment) dan pengakuan (recognition). Sebaliknya,
di Pengadilan Agama Cikarang, budaya masyarakat yang religius dan kooperatif
menjadi fondasi kuat untuk tumbuhnya pengakuan (recognition), yang difasilitasi
oleh pendekatan humanis mediator. Perbandingan akhir menegaskan bahwa
meskipun Pengadilan Agama Bekasi lebih berhasil dalam sumber daya material,
Pengadilan Agama Cikarang terbukti lebih berhasil secara progresif dan efektif
karena tingginya partisipasi kooperatif para pihak. Hal ini membuktikan bahwa
keberhasilan mediasi lebih ditentukan oleh faktor sosial-budaya daripada sekadar
kelengkapan fasilitas.

Kata Kunci: Mediasi Perceraian, Studi Komparatif, Pengadilan Agama Bekasi,
Pengadilan Agama Cikarang.



ABSTRACT

The divorce rate in Indonesia has shown a significant increase in recent
vears, reaching more than 500,000 cases in 2022, with the majority being divorce
suits filed by wives. This phenomenon raises concerns about the widespread
psychological and social impacts, especially for children. The Supreme Court of
the Republic of Indonesia has mandated mediation in divorce cases at Religious
Courts as a peaceful resolution effort, but the success rate varies. The difference in
mediation effectiveness is evident between the Bekasi Religious Court and the
Cikarang Religious Court, despite both being located in adjacent regions. The
Bekasi Religious Court showed a decrease in the percentage of successful
mediations from 48.57% in 2022 to 36.71% in 2023, while the Cikarang Religious
Court experienced an increase from 22.60% to 40.65% during the same period.
This gap indicates that there are factors influencing the success of mediation in the
two courts, which need to be studied in more depth to identify the causes of the

difference.

This study applies a field method with descriptive-analytical characteristics
using a comparative method. Data was collected through direct interviews
(mediators, court clerks, staff) and literature studies (PERMA No. 1 of 2016,
mediation data from 2022-2023). Data analysis includes collection, reduction,
presentation, interpretation, and drawing conclusions. The theoretical framework
used is the Comparative Law Theory for comparing success, Soerjono Soekanto's
Theory of Legal Effectiveness (legal factors, law enforcement, facilities, society,
culture) for analyzing the factors that influence mediation, and reinforced by
Transformative Mediation Theory to explain the dynamics of interaction between
the parties through the concepts of empowerment and recognition.

The results of the study show that differences in success are greatly
influenced by socio-cultural factors that affect the interaction between the parties.
At the Bekasi Religious Court, success is hampered by patriarchal culture and low
public understanding, which creates a transformative deadlock. As a result, it is
difficult for the parties to achieve empowerment and recognition. Conversely, at the
Cikarang Religious Court, the religious and cooperative nature of the community
serves as a strong foundation for the growth of recognition, facilitated by the
mediator's humanistic approach. The final comparison confirms that while the
Bekasi Religious Court is more successful in terms of material resources, the
Cikarang Religious Court has proven to be more progressive and effective due to
the high level of cooperative participation from the parties. This demonstrates that
the success of mediation is more determined by socio-cultural factors than merely
the availability of facilities.

Keywords: Divorce Mediation, Comparative Study, Bekasi Religious Court,
Cikarang Religious Court.
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MOTTO
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf-huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini
berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1997 dan
0543b/U/1987 tertanggal 10 september 1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama

\ Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan

< ba’ B be

< Ta’ T te

< Sa’ S es (dengan titik diatas)
z Jim J je

z Ha’ H ha(dengan titik dibawah)
- Kha’ Kh ka dan ha

3 Dal D de

3 Zal V4 ze (dengan titik diatas)
B Ra’ R er

J Zai V/ zet

o Sin S es

g Syin Sy es dan ye

o= Sad S es (dengan titik dibawah)

o= Dad D de (dengan titik dibawah)




L Ta’ T te (dengan titik dibawah)
L Za’ Z zet (dengan titik
dibawah)
¢ ‘Ain ‘ Koma terbalik di atas
d Gain G ge
- Fa&’ F ef
3 Qaf Q qi
<l Kaf K ka
J Lam L ‘el
a Mim M ‘em
o Nun N ‘en
g Waw W w
] Ha’ H ha
s Hamzah ¢ apostrof
¢ Ya’ Y ye
B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap
A ditulis Sunnah
e ditulis ‘illah

C. Ta’Marbiitah di akhir kata

a. Bila dimatikan tulis dengan 4




sl

ditulis

Al-Ma’idah

a3l

ditulis

Islamiyyah

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke

dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila

dikehendaki lafal aslinya)

. Bila diikuti dengan kata sandang “a/” serta bacaan kedua itu terpisah,

maka ditulis dengan £

a1 3al) 45 laa ditulis Mugaranah al-Ma
zahib
D. Vokal Pendek
1. | e fathah ditulis a
2. SRNRNE o S kasrah ditulis 1
3. S — dammah ditulis u
E. Vokal Panjang
1. Fathah + alif ditulis a
Ol ditulis Istihsan
2. Fathah + ya’ mati ditulis a
il ditulis Unsa
3. Kasrah + ya’ mati ditulis 1
& st ditulis al- ‘Alwani
4. Dammah + wawu mati ditulis a
psle ditulis ‘Uliim

Xi




F. Vokal rangkap

1. Fathah + ya’ mati ditulis ai
ph e ditulis Gairihim
2. Fathah + wawu mati ditulis au
Js ditulis Qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

Al ditulis a’antum
el ditulis u’iddat
ASE O ditulis la’in syakartum
H. Kata Sandang Alif +Lam
a. Bila diikuti huruf Qamariyyah
ol ditulis Al-Qur’an
ol ditulis al-Qiyas

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf

Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el)nya.

Akl ditulis ar-Risalah
Ll ditulis an-Nisa’
I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat
Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.
N Jal ditulis Ahl ar-Ra’yi
L) Ja ditulis Ahl as-Sunnah
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a5l a5l i oL
A Gl e ekl GAll Ging saally Ak Ol ol o s
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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu permasalahan yang cukup kompleks di Indonesia adalah
perceraian. Selain berdampak pada pasangan suami istri, perceraian juga
membawa konsekuensi psikologis dan sosial bagi anak-anak serta keluarga
besar. Beberapa tahun terakhir perceraian telah menjadi fenomena sosial
yang semakin meningkat di Indonesia. Menurut data Badan Pusat Statistik
(BPS), angka perceraian di Indonesia mencapai 516.344 perkara pada tahun
2022, meningkat sekitar 15,31% dibanding tahun 2021 sebanyak 447.743

perkara.!

Mayoritas perkara perceraian merupakan cerai gugat, yaitu gugatan
yang diajukan oleh pihak istri yang diputus oleh pengadilan. Pada tahun
2022, jumlahnya sebanyak 388.358 perkara atau sekitar 75,21% total
perkara perceraian di Indonesia. Sedangkan perceraian yang terjadi karena
cerai talak sebanyak 127.986 perkara atau 24,78%. Menurut laporan
Statistik Indonesia, sepanjang 2023 ada 463.654 perkara perceraian di
Indonesia, turun 10,2% dibanding 2022. Mayoritas perkara yang terjadi

merupakan cerai gugat yang berjumlah 352.403 perkara atau 76% dari total

! “Badan Pusat Statistik Indonesia”, https://www.bps.go.id/id, akses 4 Oktober 2024.
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perkara perceraian nasional. Kemudian sisanya cerai talak yaitu 111.251

perkara atau 24%.

Pada tahun 2023, Jawa Barat,mencatat perkara perceraian terbnayak di
Indonesia, yakni 102.280 perkara.? Sedangkan di Bekasi, jumlah perceraian
pada 2022 mencapai 5.097 perkara (3.724 perkara cerai gugat dan 1.373
cerai talak). Sementara pada 2023 menurun menjadi 4.111 perkara (3.051
cerai gugat; 1.060 cerai talak). Di Cikarang, pada 2022 tercatat 4.203
perkara (3.004 cerai gugat; 1.199 cerai talak), dan pada 2023 turun menjadi

3.795 perkara (2.788 cerai gugat; 1.007 cerai talak).perkara cerai talak.?

Faktor utama penyebab tingginya perceraian adalah masalah ekonomi,
diikuti perselisihan berkepanjangan, KDRT, poligami, dan perselingkuhan.*
Permasalahan ini menjadi inti dalam proses mediasi yang diwajibkan
Mahkamah Agung melalui PERMA No. 1 Tahun 2016, dengan tujuan
mendamaikan pasangan dan mengurangi beban perkara. Namun, tingkat
keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama berbeda-beda, dipengaruhi
karakteristik masyarakat, kualitas mediator, dan metode mediasi. Pada

prinsipnya, mediasi di lingkungan pengadilan dilakukan oleh mediator yang

2 Annur Cindy Mutia, “Kasus Perceraian di Indonesia Turun pada 2023, Pertama sejak
Pandemi”, https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/3b83cbbe88dclel/kasus-perceraian-
di-indonesia-turun-pada-2023-pertama-sejak-pandemi, akses 5 Oktober 2024.

3 “Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat”, https://jabar.bps.go.id/id/statistics-
table/2/MzMylzI=/jumlah-nikah-dan-cerai.html, akses 5 Oktober 2024.

4 Wawancara dengan Deddy Juniawan, Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Bekasi,
10 Desember 2014.


https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/3b83cbbe88dc1e1/kasus-perceraian-di-indonesia-turun-pada-2023-pertama-sejak-pandemi
https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/3b83cbbe88dc1e1/kasus-perceraian-di-indonesia-turun-pada-2023-pertama-sejak-pandemi
https://jabar.bps.go.id/id/statistics-table/2/MzMyIzI=/jumlah-nikah-dan-cerai.html
https://jabar.bps.go.id/id/statistics-table/2/MzMyIzI=/jumlah-nikah-dan-cerai.html

berasal dari luar pengadilan. Namun, mengingat jumlah mediator yang
sangat terbatas dan tidak semua pengadilan tingkat pertama tersedia
mediator bersertifikat mediator, maka Peraturan Mahkamah Agung
(disingkat PERMA Nomor 1 Tahun 2008) ini mengizinkan hakim (belum

bersertifikat mediator) menjadi mediator.’

Beberapa Pengadilan Agama di Indonesia mampu mencapai tingkat
keberhasilan mediasi yang cukup tinggi, sementara yang lain masih
menghadapi banyak tantangan dalam mengimplementasikan mediasi secara
efektif. Perbedaan tingkat keberhasilan ini disebabkan oleh berbagai faktor,
termasuk karakteristik masyarakat di wilayah yang dilayani oleh
pengadilan, kualifikasi mediator, serta pendekatan yang digunakan dalam
proses mediasi. Salah satu contoh yang menarik untuk dikaji adalah
perbandingan antara Pengadilan Agama Bekasi dan Pengadilan Agama
Cikarang. Meskipun keduanya terletak di wilayah yang berdekatan,
karakteristik masyarakat yang dilayani oleh kedua pengadilan ini cukup
berbeda, yang pada akhirnya memengaruhi keberhasilan mediasi dalam

perkara perceraian.

Pengadilan Agama Bekasi melayani masyarakat perkotaan metropolitan
Jabodetabek yang cenderung modern dan individualis. Stigma sosial

terhadap perceraian melemah, sehingga Masyarakat cenderung homogen®

5> Malik Ibrahim, “Efektivitas Peran Mediasi dalam Menanggulangi Perceraian di
Lingkungan Peradilan Agama,” Madania, Vol. 19:1 (2015), hlm. 105.

¢ Pemerintah Kota Bekasi, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Bekasi Tahun
2020.



lebih pragmatis: ketika perkawinan tidak lagi memberi manfaat, perceraian
dianggap solusi logis dan praktis. Sebaliknya, Pengadilan Agama Cikarang
melayani wilayah Kabupaten Bekasi yang lebih heterogen, dengan
komunitas tradisional yang masih kuat. Nilai agama, ikatan keluarga besar,
serta pengaruh ulama berperan penting. Perceraian dipandang berdampak
sosial luas dan membawa stigma negatif, sehingga masyarakat lebih

terdorong berdamai demi menjaga kehormatan keluarga.

Sikap inilah yang melahirkan mentalitas pragmatis’ di tengah
masyarakat Kota Bekasi. Pragmatisme, dalam konteks ini, merujuk pada
kecenderungan untuk mengambil keputusan berdasarkan kepraktisan dan
hasil yang paling efisien. Ketika sebuah perkawinan diwarnai konflik yang
berkepanjangan dan dirasa tidak lagi memberikan manfaat atau
kebahagiaan, maka secara pragmatis, perceraian dianggap sebagai solusi
yang paling praktis untuk mengakhiri masalah. Oleh karena itu, masyarakat
di wilayah ini cenderung tidak ragu untuk cepat memilih bercerai karena
perceraian dipandang sebagai jalan keluar yang konkret dari hubungan yang

tidak lagi bisa diperbaiki.®

7 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pragmatis merujuk pada sesuatu yang
bersifat praktis dan berguna bagi umum; mengutamakan kepraktisan dan kegunaan; atau berkaitan
dengan nilai-nilai praktis. Secara sederhana, pragmatis adalah kecenderungan untuk melakukan
sesuatu berdasarkan manfaat dan hasil yang konkret, seringkali dengan mengabaikan proses atau
pertimbangan lain yang lebih panjang.

8 Wawancara dengan Deddy Juniawan, Mediator Non-Hakim, Pengadilan Agama Bekasi,
tanggal 10 Desember 2024.



Berbeda dengan Pengadilan Agama Bekasi, Pengadilan Agama
Cikarang melayani wilayah Kabupaten Bekasi yang lebih luas dan
heterogen. Wilayah ini mencakup pusat-pusat industri modern dan kawasan
permukiman baru yang dihuni oleh pendatang, namun juga masih memiliki
banyak kantong-kantong komunitas dengan karakteristik pedesaan yang
kuat. Di dalam komunitas-komunitas yang masih memegang erat nilai-nilai
tradisional ini, ikatan sosial dan kekeluargaan cenderung lebih kuat.
Masyarakat seperti ini, institusi perkawinan tidak hanya dipandang sebagai
urusan dua individu, tetapi juga sebagai penyatuan dua keluarga besar yang

melibatkan reputasi dan kehormatan.’

Keterbukaan masyarakat Cikarang terhadap perdamaian berakar pada
pemahaman agama yang cukup kuat serta peran ulama yang dihormati.
Ajaran Islam tentang pentingnya perdamaian dan rekonsiliasi dalam rumah
tangga mendorong mereka untuk lebih kooperatif dalam mediasi. Dukungan
ulama sering kali menjadi faktor penting yang memotivasi para pihak agar
mengutamakan penyelesaian damai. Karena itu, pertimbangan mereka
cenderung bersifat komunal, yakni menjaga keharmonisan keluarga, nama
baik, dan hubungan sosial, sehingga mediasi dipandang lebih bijaksana
dibanding memilih perceraian yang berisiko menimbulkan dampak sosial

lebih besar.

® Setyo Wibowo, Keluarga dan Modernitas: Pergeseran Nilai dalam Masyarakat
Indonesia (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2019), hlm. 88-92



Perbedaan fundamental dalam cara pandang inilah yang pada akhirnya

membentuk sikap dan motivasi para pihak saat memasuki proses mediasi. Untuk

melihat bagaimana perbedaan karakteristik ini tercermin dalam angka keberhasilan

di lapangan, berikut disajikan data keberhasilan mediasi yang penulis dapatkan dari

Pengadilan Agama Bekasi pada tahun 2022 — 2023 :!°

Tabel 1. 1

Data Mediasi di Pengadilan Agama Bekasi Tahun 2022

LAPORAN MEDIASI PENGADILAN AGAMA BEKASI TAHUN 2022

Berhasil Berhasil Berhasil
Bulan Tidak Y . il Tidak dapat Jumlah
Berhasil Kesepakatan | Pencabutan Sebagian dilaksanakan | Penyelesaian
Januari 35 2 2 16 0 55
Februari 28 2 1 22 0 53
Maret 37 2 1 33 0 73
April 34 1 6 17 0 58
Mei 13 4 1 12 0 30
Juni 58 3 6 39 0 106
Juli 37 4 1 45 0 87
Agustus 47 6 0 44 2 99
September 37 6 2 35 1 81
Oktober 45 2 2 32 1 82
November 32 0 0 45 0 77
Desember 42 0 1 30 1 74
Jumlah 445 32 23 370 5 875

Sumber: Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Bekasi 2022

19 Data diperoleh dari arsip bagian mediasi Pengadilan Agama Bekasi Tahun 2022 — 2023.




Tabel 1. 2

Data Mediasi di Pengadilan Agama Bekasi Tahun 2023

LAPORAN MEDIASI PENGADILAN AGAMA BEKASI TAHUN 2023

Berhasil Berhasil Berhasil
Bulan Tidak dengan dengan dengan Tidak dapat Jumiah
Berhasil Kesepakatan | Pencabutan Sebagian dilaksanakan | Penyelesaian
Januari 30 1 1 25 1 58
Februari 28 0 0 21 1 50
Maret 26 1 1 6 1 35
April 12 1 1 6 0 20
Mei 25 0 0 8 0 33
Juni 21 1 1 7 0 30
Juli 21 1 1 6 2 31
Agustus 17 0 0 10 0 27
September 19 0 0 7 2 28
Oktober 20 2 2 15 0 39
November 32 1 1 15 0 49
Desember 22 2 2 17 1 44
Jumlah 273 10 10 143 8 444

Sumber: Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Bekasi 2023

Berdasarkan data yang ada, mediasi pada tahun 2022 di Pengadilan

Agama Bekasi berhasil dengan persentase 48,57%, namun menurun

menjadi 36,71% pada tahun 2023. Artinya, terdapat penurunan dalam

persentase keberhasilan mediasi pada tahun 2023 dibandingkan tahun 2022

yaitu sekitar 11,86%.

Sebaliknya, data mediasi di Pengadilan Agama Cikarang tahun 2022 —2023:!!

" Data diperoleh dari arsip bagian mediasi Pengadilan Agama Cikarang Tahun 202 —2023.




Tabel 1. 3

Data Mediasi di Pengadilan Agama Cikarang Tahun 2022

LAPORAN MEDIASI PENGADILAN AGAMA CIKARANG TAHUN 2022

Berhasil Berhasil Berhasil
Bulan Tidak dengan dengan dengan Tidak dapat Jumiah
Berhasil Kesepakatan | Pencabutan Sebagian dilaksanakan | Penyelesaian
Januari 12 0 0 1 1 14
Februari 12 0 3 3 1 19
Maret 14 0 2 2 4 22
April 17 1 0 4 0 22
Mei 14 0 2 0 0 16
Juni 32 0 2 2 3 39
Juli 32 2 4 9 3 50
Agustus 28 1 3 4 3 39
September 27 1 2 7 1 38
Oktober 17 2 8 5 1 31
November 20 0 0 3 3 26
Desember 22 1 4 0 2 29
Jumlah 247 8 30 40 22 345

Sumber: Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Cikarang 2022




Tabel 1. 4

Data Mediasi di Pengadilan Agama Cikarang Tahun 2023

LAPORAN MEDIASI PENGADILAN AGAMA CIKARANG TAHUN 2023

Berhasil Berhasil
Bulan Tidak dengan dengan Tidak dapat Jumlah
Berhasil Pencabutan Sebagian dilaksanakan | Penyelesaian
Januari 20 6 4 1 31
Februari 24 9 11 0 44
Maret 16 6 8 1 31
April 9 1 5 0 22
Mei 16 6 8 1 16
Juni 18 7 10 1 39
Juli 16 4 11 0 50
Agustus 26 1 13 3 39
September 15 4 9 4 38
Oktober 25 5 9 1 31
November 24 12 4 4 26
Desember 22 2 6 2 29
Jumlah 231 63 98 18 396

Sumber: Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Cikarang 2023

Berdasarkan data di atas, persentase keberhasilan mediasi di
Pengadilan Agama Cikarang pada tahun 2022 sekitar 22,60%. Artinya, dari
345 perkara yang dimediasi, sekitar 22,60% berhasil diselesaikan melalui
mediasi, baik itu secara penuh atau sebagian. Sedangkan berdasarkan data
tahun 2023, persentase keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama
Cikarang sekitar 40,65%. Sehingga terdapat kenaikan persentase
keberhasilan mediasi pada tahun 2023 sekitar 18,5% dibandingkan tahun

2022.
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Periode 2022-2023 dipilih karena menunjukkan dinamika kontras
antara dua pengadilan. Pengadilan Agama Bekasi mengalami penurunan
keberhasilan mediasi dari 48,57% (2022) menjadi 36,71% (2023),
sedangkan Pengadilan Agama Cikarang justru meningkat dari 22,60%
menjadi 40,65%. Perbedaan tren ini menjadi dasar studi komparatif untuk

menelusuri faktor penyebab efektivitas mediasi yang berbeda.

Perbedaan mencolok dalam tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan
Agama Bekasi dan Pengadilan Agama Cikarang satu menurun, satu
meningkat, menunjukkan bahwa efektivitas mediasi sangat dipengaruhi
faktor lokal. Karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menelusuri
penyebab perbedaan tersebut, baik dari aspek implementasi mediasi, peran
mediator, maupun karakteristik sosial masyarakat. Kajian ini diharapkan
memberi kontribusi dalam memperkaya pemahaman tentang faktor penentu
keberhasilan mediasi serta menjadi rujukan bagi upaya peningkatan kualitas

mediasi di pengadilan agama secara lebih luas.
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B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka fokus
permasalahan penelitian ini adalah:

1. Apa faktor yang memengaruhi keberhasilan mediasi dalam perkara
perceraian di Pengadilan Agama Bekasi dan Pengadilan Agama
Cikarang pada tahun 2022-2023?

2. Bagaimana perbandingan tingkat keberhasilan mediasi perkara
peceraian di Pengadilan Agama Bekasi dan Pengadilan Agama

Cikarang pada tahun 2022-2023?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
a. Menganalisis faktor yang memengaruhi keberhasilan mediasi
perkara perceraian di Pengadilan Agama Bekasi dan Pengadilan
Agama Cikarang
b. Membandingkan tingkat keberhasilan mediasi dalam perkara
perceraian di Pengadilan Agama Bekasi dan Pengadilan Agama
Cikarang.
2. Kegunaan Penelitian
a. Kegunaan Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada
pengembangan teori dan pemahaman mengenai mediasi dalam

konteks hukum keluarga.
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b. Kegunaan Praktis
Penelitian ini bisa digunakan sebagai sumbangsih pengetahuan bagi
semua pihak yang berkepentingan dalam kemajuan perkembangan
ilmu hukum terkait mediator hakim dan non hakim dalam
keberhasilan mediasi dan penerapannya pada sistem peradilan

perdata.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka ini bertujuan untuk mengkaji penelitian-penelitian
terdahulu mengenai keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian dengan
fokus pada Pengadilan Agama Bekasi dan Pengadilan Agama Cikarang
selama periode 2022-2023. Penelitian-penelitian tersebut diklasifikasikan
berdasarkan variabel yang berhubungan pada tingkat perceraian, proses
mediasi, serta faktor keberhasilan dan ketidakberhasilan mediasi.

Ditinjau dari variabel pertama, penelitian Mazroatus Saadah!?
mengungkapkan bahwa tingginya angka cerai gugat di Bekasi banyak
dipicu oleh faktor ekonomi, perkawinan dini, serta minimnya pemahaman
pasangan suami istri terhadap doktrin agama mengenai hak dan kewajiban
rumah tangga. Hal ini sejalan dengan Leon Yudistira dkk'’ yang

menegaskan bahwa perceraian menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun

12 Mazroatus Saadah, “Perempuan dan Perceraian Kajian Tentang Cerai Gugat di
Pengadilan Agama Bekasi,” Al-Ahwal, Vol. 11:2 (2018), hlm. 116-32.

13 Leon Yudistira dkk, “Perceraian di Luar Pengadilan Agama Ditinjau Menurut Hukum
Positif dan Hukum Islam (Studi Perceraian di Desa Cigudeg, Kabupaten Bogor),” Legal Reasoning,
Vol. 2:1 (Desember 2019), hlm. 34-51.
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1974 hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan yang sah di pengadilan,
dengan terlebih dahulu mengupayakan perdamaian agar para pihak
mempertimbangkan mudarat dari perceraian. Penegasan ini dipertegas lagi
dalam Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa

perceraian harus dilakukan melalui pengadilan.

Selanjutnya, penelitian Dahwadin dkk'#, menambahkan bahwa
perceraian merupakan proses hukum yang wajib melalui persidangan di
pengadilan agama, di mana hakim berusaha keras mendamaikan pasangan
yang berkonflik sebelum menjatuhkan putusan. Sejalan dengan itu, Khoirul
Anam, Jumni Nelli '° dan Ulfa Maria'® menegaskan bahwa Undang-Undang
Perkawinan telah menetapkan alasan-alasan tertentu yang dapat dijadikan
telah menetapkan alasan-alasan tertentu yang dapat dijadikan dasar
perceraian, seperti perselingkuhan, kecanduan, kekerasan, meninggalkan
rumah tanpa izin, hukuman penjara, penyakit berat, perselisihan
berkepanjangan, pelanggaran perjanjian perkawinan, hingga alasan agama

seperti murtad atau pelanggaran talak.

4 Dahwadin Dahwadin et al., “Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam
Di Indonesia,” YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam 11 (2020): 87-103,
https://doi.org/10.21043/yudisia.v11i1.3622.

15 Moch Khoirul Anam dan Jumni Nelli, “Perceraian Di Depan Pengadilan Agama Menurut
Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia Studi Analisis Multi Displiner,” JIL : Journal of
Indonesian Law 2, no. 1 (2021): 1-24, https://doi.org/10.18326/jil.v2il.1-24.

16 Maria Ulfa, “TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PERCERAIAN DI LUAR
PENGADILAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP HAK-HAK ANAK (Studi di Pekon Ulok
Mukti, Kecamatan Ngambur, Kabupaten Pesisir Barat),” Program Pascasarjana, Universitas Islam
Negeri Raden Intan Lampung (2020).
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Sementara itu, penelitian terkait variabel keberhasilan dan kegagalan
mediasi menunjukkan faktor yang beragam. Rani Dewi Kurniawati'’, Yudi
Guntara'®, Moelki Fahmi Ardliansyah, Zezen Zainul Ali'°, M. Nurul
Fadhlan, Dzulkifli Hadi Imawan,?° Iberahim, M. Akil, dan Andi Hasriani®!
menemukan bahwa ketidakberhasilan mediasi sering disebabkan oleh faktor
internal dari para pihak (seperti tidak adanya iktikad baik) maupun faktor
dari lembaga peradilan, misalnya kurangnya keterampilan mediator yang
sering kali merangkap sebagai hakim serta sarana mediasi yang kurang

memadai.

Penelitian Djalaluddin Djalil, Baso Madiong, dan Abd. Haris Hamid?*?,

serta Agung Handi Priyatama?® menekankan bahwa rendahnya tingkat

7 Rani Dewi Kurniawati, “Analisis Yuridis Mengenai Implementasi Mediasi Di Pengadilan
Agama Majalengka Dalam Perkara Perceraian Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1
Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan,” Journal Presumption of Law 2, no. 1 (2020):
19-35, https://doi.org/10.31949/jpl.v2i1.337.

8 Yudi Guntara, “Aktivitas Mediasi Dalam Menanggulangi Kasus Perceraian Di
Pengadilan Agama Bandung,” Mutawasith: Jurnal Hukum Islam 2, no. 1 (2019): 107-29,
https://doi.org/10.47971/mjhi.v2i1.149..

19 Moelki Fahmi Ardliansyah dan Zezen Zinul Ali, “Faktor Ketidakberhasilan PERMA No
1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Gunung Sugih,” ADHKI: Journal of Islamic Family Law 3, no.
1 (2021): 73—-83, https://doi.org/10.37876/adhki.v3i1.47.

20 M. Nurul Fadhlan dan Dzulkiflu Hadi Imawan, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik
Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Wates Yogyakarta,”
MASADIR: Jurnal Hukum Islam 2, no. 1 (2022): 417-30.

2l Iberahim, M Akil, dan Andi Hasriani, “Strategi Mediator Pada Tingkat Keberhasilan
Mediasi dalam Perkara Perceraian,” QANUN: Journal of Islamic Law and Studies 2, no. 1 (2023):
45-49.

22 Djalaluddin Djalil, Baso Madiong, dan Abdul Haris Hamid, “Efektivitas Mediasi Dalam
Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Makassar Kelas Ia Khusus,” Indonesian Journal
of Legality of Law 5, no. 2 (2023): 329-32, https://doi.org/10.35965/ij1f.v5i2.2673.

2 Agung Handi Priyatama, “Efektivitas Mediasi oleh Mediator dalam Perkara Cerai di
Pengadilan Agama Krui” (2022).
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keberhasilan mediasi di berbagai pengadilan agama juga dipengaruhi belum
optimalnya implementasi PERMA No. 1 Tahun 2016. Hal ini terlihat dari
belum meratanya kewajiban sertifikasi mediator, ketiadaan mekanisme
yang memaksa kehadiran para pihak dalam proses mediasi, serta kurangnya
dukungan para hakim mediator. Di sisi lain, penelitian Farhan Asyhadi®*,
Ach Rois dan Galuh Widitya Qomaro®’, menunjukkan bahwa keberhasilan
mediasi di pengadilan agama kota-kota besar sangat ditentukan oleh
kombinasi beberapa faktor, yaitu regulasi yang jelas (PERMA No. 1 Tahun
2016), kualitas penegak hukum (hakim dan mediator), ketersediaan
sarana/fasilitas mediasi, iktikad baik para pihak untuk berdamai, serta
budaya masyarakat yang mendukung penyelesaian secara damai.

Dengan demikian, penelitian-penelitian terdahulu lebih banyak
menyoroti faktor penyebab perceraian, landasan hukum perceraian, serta
faktor keberhasilan dan kegagalan mediasi secara umum di berbagai
pengadilan agama. Namun, belum ada penelitian yang secara khusus
membandingkan secara mendalam tingkat keberhasilan mediasi di
Pengadilan Agama Bekasi dan Pengadilan Agama Cikarang pada periode
2022-2023. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan

tersebut dengan menelaah faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan

24 Farhan Asyhadi, “Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama
Karawang,” Justisi Jurnal Ilmu Hukum 4, no. 1 (2019): 32-48,
https://doi.org/10.36805/jjih.v4i1.642.

25 Ach Rois dan Galuh Widitya Qomaro, “Tren Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama
Wilayah Madura dan Faktor-faktor yang Memengaruhinya,” BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang
Hukum Islam 4, no. 3 (2023): 424-39, https://doi.org/10.36701/bustanul.v4i3.1116.
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mediasi serta menganalisis perbandingan efektivitasnya di kedua
pengadilan, sehingga dapat memberikan perspektif baru dalam kajian

mediasi perkara perceraian di Indonesia.

. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini, keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian di
Pengadilan Agama Bekasi dan Pengadilan Agama Cikarang akan dianalisis
melalui dua perspektif utama, yaitu teori komunikasi dan teori efektivitas
hukum. Kedua teori ini akan digunakan untuk memahami faktor-faktor yang
memengaruhi keberhasilan atau kegagalan mediasi dalam menyelesaikan
perkara percereaian. Berikut teori yang digunakan penyusun untuk

menjawab persoalan dalam penelitian:

1. Teori Perbandingan Hukum
R. Soeroso menjelaskan bahwa perbandingan hukum adalah cabang
dari ilmu hukum yang memanfaatkan metode perbandingan antar sistem
atau aturan hukum, dengan tujuan untuk menemukan jawaban atau
penyelesaian yang paling tepat terhadap persoalan hukum yang

nyata dan spesifik.?®

Menurut Soedjono Dirdjosisworo, perbandingan hukum adalah cara
atau metode yang digunakan dalam studi hukum untuk melihat dan

memahami perbedaan antar sistem hukum. Awalnya, metode ini lebih

26 R. Soeroso, Perbandingan Hukum Perdata, (Jakarta : Sinar Grafika, 1999), hlm. 8.
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banyak digunakan untuk membandingkan sistem hukum antara negara
yang satu dengan negara yang lain, misalnya membandingkan hukum di

Indonesia dengan hukum di Jepang, Perancis, atau negara lainnya.?’

Tujuan dari perbandingan ini adalah untuk mengetahui bagaimana
suatu negara mengatur suatu hal dalam hukumnya, lalu dibandingkan
dengan negara lain agar bisa saling belajar, memperbaiki sistem hukum,

atau mencari solusi atas permasalahan hukum tertentu.

Namun, metode perbandingan hukum tidak hanya terbatas pada
skala besar atau antar negara saja (yang disebut perbandingan makro).
Metode ini juga bisa digunakan dalam lingkup yang lebih kecil atau
lokal (disebut perbandingan mikro). Misalnya, membandingkan
pelaksanaan suatu aturan hukum di dua lembaga atau wilayah yang
berbeda dalam satu negara. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan
perbandingan hukum mikro dapat digunakan untuk menganalisis dan
membandingkan pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di

Pengadilan Agama Bekasi dan Pengadilan Agama Cikarang.

Menurut Soerjono Soekanto, perbandingan hukum bukan hanya
sebagai cabang ilmu hukum, tetapi juga sebagai suatu metode. Yang
menjadi fokus utamanya adalah bagaimana metode perbandingan
digunakan secara tepat dalam konteks yang sesuai, sehingga dapat

menunjang perkembangan ilmu hukum baik dari sisi norma (kaidah)

27 Soedjono Dirdjowisworo, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Rajagrafindo Persada,
1983), him. 60.
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maupun pemahaman (pengertian), serta dalam pengembangan
hukum sebagai ilmu.?® Dengan menggunakan pendekatan ini, kita bisa
melihat apakah ada perbedaan dalam cara kerja mediator, tingkat
keberhasilan mediasi, strategi yang digunakan, atau faktor-faktor lain
yang memengaruhi efektivitas mediasi di masing-masing pengadilan.
Tujuannya adalah untuk memahami lebih dalam bagaimana pelaksanaan
hukum yang sama (dalam hal ini aturan tentang mediasi) bisa
menghasilkan dampak atau hasil yang berbeda tergantung pada situasi

dan kondisi di masing-masing tempat.

Dalam konteks penelitian, perbandingan tingkat keberhasilan
mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Bekasi dan
Pengadilan Agama Cikarang dinilai telah memenuhi prinsip
kesebandingan (comparability),”” karena keduanya sama-sama
menerapkan proses mediasi sesuai dengan ketentuan hukum yang
berlaku. Untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan
keberhasilannya, penulis menggunakan beberapa parameter, seperti
jumlah perkara yang berhasil dimediasi, pendekatan dan strategi yang
digunakan oleh mediator, serta faktor-faktor pendukung atau

penghambat dalam pelaksanaan mediasi. Melalui pendekatan ini,

28 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia Press,
1986), him. 103.

2 Konrad Zweigert dan Hein Kotz, An Introduction to Comparative Law, terj. Tony Weir,
(Oxford: Oxford University Press, 1998), hlm. 34-35.
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diharapkan dapat ditemukan gambaran yang jelas mengenai
keberhasilan pelaksanaan mediasi di kedua pengadilan tersebut, yang
kemudian dapat dirumuskan dalam kesimpulan yang objektif

dan menyeluruh.

2. Teori Efektivitas Hukum

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto berbicara
mengenai derajat efektivitas suatu hukum ditentukan antara lain oleh
taraf kepatuhan warga masyarakat terhadap hukum, termasuk para
penegak hukumnya. Sehingga dikenal suatu asumsi bahwa taraf
kepatuhan hukum yang tinggi merupakan suatu indikator berfungsinya
suatu sistem hukum dan berfungsinya hukum merupakan pertanda
bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuannya, yaitu berusaha untuk

mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup.*

Teori efektivitas hukum merujuk pada sejauh mana ketentuan
hukum yang mengatur proses mediasi dalam perceraian dapat
dilaksanakan dengan baik, dan apakah mediasi dapat mencapai tujuan
untuk mengurangi tingkat perceraian dan memfasilitasi penyelesaian
yang damai antara pasangan yang bersengketa. Teori efektivitas hukum
menurut Soerjono Soekanto dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu

aturan hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, sarana atau fasilitas

30 Soerjorno Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, cet.V (Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 2006), hlm. 50.
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yang mendukung, masyarakat yang menjadi sasaran aturan tersebut, dan

budaya hukum.3!

Pertama, aturan hukum itu sendiri harus jelas dan tidak ambigu,
sehingga dapat dipahami oleh semua pihak yang terlibat. Peraturan
Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi
di Pengadilan telah memberikan panduan yang jelas tentang bagaimana
proses mediasi harus dilakukan di pengadilan, namun efektivitasnya
sangat tergantung pada bagaimana aturan ini dipatuhi dan

diimplementasikan di lapangan.

Kedua, penegak hukum,** mencakup individu-individu yang terlibat
secara langsung dalam proses implementasi suatu peraturan. Pendekatan
yang digunakan dalam faktor ini adalah pendekatan fungsional, di mana
penegak hukum tidak diartikan secara yuridis-formal sebagai aparat
negara, melainkan sebagai para aktor yang secara langsung bertanggung
jawab menjalankan dan memastikan bekerjanya peraturan yang menjadi
objek analisis, dalam hal ini adalah PERMA No. 1 Tahun 2016.
Berdasarkan pendekatan fungsional tersebut, yang dimaksud dengan
penegak hukum dalam konteks mediasi di pengadilan adalah para

mediator (baik hakim maupun non-hakim yang bersertifikat) dan hakim

31 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta:
RajaGrafindo Persada, 2007), him. 7 - 8.

32 Ibid.

33 Ibid., hlm.8.
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di Pengadilan Agama. Mereka memegang peranan yang sangat penting
dalam memastikan bahwa seluruh proses mediasi, mulai dari penawaran

hingga pelaporan hasil, dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada.

Ketiga, sarana atau fasilitas yang mendukung mediasi,** seperti
ruang mediasi yang nyaman dan privasi yang memadai, juga penting
untuk mendukung proses mediasi. Fasilitas yang tidak memadai dapat
mengganggu kelancaran komunikasi antara pihak-pihak yang
bersengketa dan menghambat proses penyelesaian sengketa. Keempat,
masyarakat yang menjadi sasaran aturan hukum juga harus memahami
dan menerima proses mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa.
Ini berarti bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam perkara perceraian
harus memiliki kesadaran dan kepercayaan terhadap mediasi sebagai

sarana yang efektif untuk menyelesaikan konflik mereka.*’

Kelima, budaya hukum,*® yang meliputi nilai-nilai dan norma-
norma yang ada di masyarakat, juga mempengaruhi keberhasilan
mediasi. Di beberapa daerah, budaya patriarki atau pandangan tertentu
tentang perceraian mungkin memengaruhi sikap para pihak terhadap
mediasi dan mengurangi kemungkinan mereka untuk mencapai
kesepakatan. Dalam hal ini, penting untuk mempertimbangkan

bagaimana faktor-faktor sosial dan budaya lokal dapat mempengaruhi

34 Ibid.
35 Ibid.

36 Ibid.
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keberhasilan atau kegagalan mediasi di Pengadilan Agama Bekasi dan

Cikarang.

Sementara itu, kaitan penilitian ini dengan teori efektivitas hukum
yaitu dapat dilihat dari keberhasilan mediasi yang bergantung pada
bagaimana aturan hukum yang mengatur mediasi diterapkan secara
konsisten, serta bagaimana mediator, fasilitas, dan budaya hukum yang
ada mendukung proses tersebut. Dengan demikian, keberhasilan
mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama tidak hanya
dipengaruhi oleh faktor komunikasi antara pihak-pihak yang
bersengketa, tetapi juga oleh bagaimana aturan hukum tentang mediasi

diimplementasikan dan dipatuhi.

3. Teori Transformative Mediation

Teori transformative mediation, yang dikembangkan oleh para ahli
Robert A. Baruch Bush dan Joseph P. Folger, menyajikan sebuah
kerangka kerja mediasi yang tujuannya melampaui sekadar
penyelesaian sengketa. Teori ini secara fundamental berfokus pada
potensi mediasi untuk mengubah kualitas interaksi antara para pihak
yang berkonflik, dengan tujuan akhir memperbaiki hubungan mereka.*’
Pandangan teori ini, keberhasilan sebuah proses mediasi tidak diukur
dari tercapainya sebuah kesepakatan semata, melainkan dari sejauh

mana para pihak mampu mencapai dua unsur psikologis yang krusial:

37 Robert A. Baruch Bush & Joseph P. Folger, The Promise of Mediation: Responding to
Conflict Through Empowerment and Recognition (San Francisco: Jossey-Bass, 1994), hlm. 84-85.
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pemberdayaan diri (empowerment) dan pengakuan (recognition) satu
sama lain.

Pemberdayaan diri atau empowerment, adalah kondisi di mana para
pihak yang bersengketa merasa diberdayakan untuk dapat membuat
keputusannya sendiri.®® Dalam konteks perkara perceraian, seorang
mediator yang menerapkan teori ini akan menggunakan teknik-teknik
khusus untuk memberdayakan setiap pihak agar mereka mampu
menyuarakan kebutuhan, kepentingan, dan perasaan mereka secara
lebih efektif dan jelas. Proses ini membantu individu yang mungkin
merasa lemah atau tidak berdaya dalam konflik untuk mendapatkan

kembali rasa percaya diri dan kontrol atas situasi mereka.

Unsur penting kedua adalah pengakuan, atau recognition, yang
merujuk pada kemampuan setiap pihak untuk melihat, memahami, dan
mengakui perspektif serta kepentingan pihak lainnya.* Ini tidak berarti
bahwa mereka harus setuju dengan pandangan lawannya, tetapi lebih
kepada pengembangan kapasitas untuk berempati dan menghargai
bahwa ada sudut pandang lain yang valid. Ketika para pihak berhasil
mencapai titik di mana mereka dapat saling mengakui, tembok

permusuhan dan ketidakpercayaan dapat mulai terkikis.

38 Ibid.

39 Ibid.
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Menurut teori ini, ketika kedua kondisi pemberdayaan dan
pengakuan terpenuhi, maka niat baik untuk mencapai kesepakatan yang
adil dan berkelanjutan akan tumbuh secara organik di antara para pihak.
Sehingga, kesepakatan yang dihasilkan bukan lagi sebuah kompromi
yang terpaksa, melainkan sebuah solusi yang lahir dari pemahaman dan
kekuatan bersama, yang pada akhirnya mendorong keberhasilan mediasi

yang sejati dan transformatif.

Ketiga teori ini digunakan secara sinergis untuk melakukan analisis
yang mendalam terhadap keberhasilan mediasi dalam perkara
perceraian. Keterkaitan ketiganya membentuk sebuah pendekatan
analisis yang komprehensif. teori perbandingan hukum diterapkan
sebagai metode utama untuk membandingkan secara objektif tingkat
keberhasilan, strategi, dan faktor-faktor yang ada di Pengadilan Agama
Bekasi dan Pengadilan Agama Cikarang. Selanjutnya, teori efektivitas
hukum digunakan untuk membedah faktor-faktor sistemik dan eksternal
yang memengaruhi hasil di kedua pengadilan tersebut, seperti aspek
peraturan, kualitas penegak hukum (mediator), sarana, serta

karakteristik masyarakat dan budaya.

Namun, disadari bahwa teori efektivitas hukum tidak sepenuhnya
kuat untuk menjelaskan dinamika internal dan psikologis yang terjadi di
antara para pihak yang bersengketa. Teori ini cenderung berfokus pada
faktor-faktor struktural, namun kurang mampu menangkap esensi

perubahan relasional yang justru menjadi inti dari keberhasilan mediasi.
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Maka dari itu, analisis ini dikuatkan oleh teori transformative mediation.
Teori ini melengkapi keterbatasan yang ada dengan memberikan
penjelasan mendalam mengenai bagaimana keberhasilan mediasi sangat
bergantung pada tercapainya pemberdayaan diri (empowerment) dan
pengakuan (recognition) di antara para pihak. Dengan demikian, teori
transformative mediation menjelaskan mengapa mediasi berhasil pada
level interaksi manusia, melampaui sekadar kepatuhan pada prosedur
hukum. Kombinasi ini memungkinkan analisis yang tidak hanya melihat
apa yang berhasil dan faktor apa yang memengaruhinya, tetapi juga
bagaimana keberhasilan itu dicapai dari perspektif perubahan hubungan

para pihak.

F. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian tesis ini, penyusun menggunakan metode

penelitian sebagai berikut:

1.

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu
penelitian yang dilaksanakan secara sistematis untuk mengambil data di
lapangan.*’ Data yang dikumpulkan yaitu data yang diperoleh selama
penelitian terkait mediasi perkara perceraian yang dilakukan oleh
mediator hakim dan non hakim di Pengadilan Agama Bekasi dan

Pengadilan Agama Cikarang.

40 Arikunto, S, Metode Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006).
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2. Sifat Penelitian
Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis, yaitu penelitian ini mengkaji
aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan dan perbedaan
dengan fenomena lain.*! Teknik ini berfokus pada mendeskripsikan dan
menganalisis bagaimana proses mediasi berlangsung, dinamika yang
terjadi selama mediasi, serta hasil yang dicapai di Pengadilan Agama
Bekasi dan Pengadilan Agama Cikarang.

3. Pendekatan Penelitian
Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan komparatif. Menurut
Sugiyono, penelitian  komparatif = adalah  penelitian  yang
membandingkan keadaan dua variabel atau lebih pada sampel yang
berbeda.** Penyusun membandingkan keberhasilan mediasi di
Pengadilan Agama Bekasi dan Pengadilan Agama Cikarang. Fokus
utama adalah untuk mencari perbedaan dan persamaan dalam cara
mediasi dilakukan, hasil yang dicapai, serta faktor-faktor yang
mempengaruhi keberhasilan mediasi di masing-masing lokasi.

4. Sumber Data
a. Data primer, yaitu data yang diperoleh melalui penelitian langsung

di lapangan guna memperoleh data yang berhubungan dengan

permasalahan yang diteliti, dalam hal ini sumber data yang diperoleh

41 Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Remaja
Rosdakarya, 2007), hlm. 72.

42 Eko Sugiarto, Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi Dan Tesis, (Yogyakarta:
Suaka Media, 2015), hlm. 54.
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dari Pengadilan Agama Bekasi dan Pengadilan Agama Cikarang
yaitu dengan wawancara secara langsung dengan mediator non
hakim, panitera muda gugatan, dan staff mediator.

b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan cara studi
kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan berupa
PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi,
dokumentasi serta beberapa berkas dari Pengadilan Agama Bekasi
dan Pengadilan Agama Cikarang seperti data mediasi pada tahun
2022-2023 dan bahan hukum sekunder lainnya berupa hasil
penelitian, buku, jurnal, artikel, serta sumber data lain yang
menunjang dalam penulisan tesis.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi
Observasi merupakan suatu proses melihat, mengamati dan
mencermati serta merekam perilaku secara sistematis untuk suatu
tujuan tertentu. Observasi adalah suatu kegiatan mencari data yang
dapat digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan.** Dalam hal
ini peneliti langsung mengamati proses mediasi yang dilakukan
mediator di Pengadilan Agama Bekasi dan Pengadilan Agama

Cikarang.

43 Haris Herdiansyah, Wawancara, Observasi dan Fokus Groups, cet. ke-1 (Jakarta:
Rajawali Press, 2013), hlm. 131.
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b. Wawancara
Wawancara dilakukan dengan tanya jawab secara lisan, tertulis dan
terstruktur dengan membawa draft pertanyaan-pertanyaan yang
telah disusun. Peneliti membutuhkan beberapa responden yaitu 1
(satu) Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Bekasi, 2 (dua)
Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Cikarang, 1 (satu) Staff
mediator Pengadilan Agama Bekasi, 1 (satu) Staff mediator
Pengadilan Agama Cikarang, 1 (satu) Panitera Muda Hukum
Pengadilan Agama Bekasi, dan 1 (satu) Panitera Muda Gugatan
Pengadilan Agama Cikarang.

c. Dokumentasi
Dokumentasi diperoleh dalam bentuk foto, catatan, rekaman,
ataupun bentuk lainnya yang dapat mempermudah penelitian.
Dokumentasi ini sebagai bukti bahwa peneliti benar-benar
melalukan penelitian.

6. Analisis Data
Berikut langkah-langkah yang harus dilakukan ketika menganalis data,

sebagai berikut:**

a. Pengumpulan data, tahap dimana penulis mengumpulkan data yang
bersumber dari 7 (tujuh) narasumber, baik dari hasil observasi,

wawancara dan dokumentasi yang peneliti temukan.

4 John W. Creswell dan J. David Creswell, Research Design: Qualitative, Quantitative,
and Mixed Methods Approaches, Fifth (California: SAGE Publications, Inc., 2018), hlm. 257.
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b. Reduksi data, peneliti akan melakukan pengecekan ulang dari data
yang diperoleh, lalu membuang data-data yang tidak penting dan
merangkai data yang penting dan merangkai data yang penting
sehingga dapat menghasilkan data yang mudah dipahami.

c. Penyajian data, peneliti akan melakukan proses penyusunan
informasi yang telah dilakukan melalui observasi, wawancara dan
dokumentasi sehingga data dapat disajikan dalam bentuk narasi.

d. Interpretasi data, peneliti akan meninjau data yang telah disusun dan
dinarasikan dan dapat menuju tingkat abstraksi yang lebih tinggi.

e. Penarikan kesimpulan, langkah terakhir ketika keempat langkah
sebelumnya telah terlaksana. Peneliti akan mengambil kesimpulan
berdasarkan data-data yang relevan sesuai dengan tujuan penelitian
ini.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun ke dalam lima bab, yang masing-masing memuat

sub-bab yang saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan yang utuh.

Secara umum, struktur penulisan tesis ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab satu merupakan pendahuluan yang menguraikan fondasi penelitian.
Bab ini diawali dengan latar belakang masalah yang menyoroti fenomena
kontras antara tren keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Bekasi yang

menurun dan di Pengadilan Agama Cikarang yang meningkat. Urgensi dari
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bab ini yaitu untuk membangun fondasi penelitian dengan merumuskan
masalah, tujuan, dan telaah pustaka untuk menunjukkan kebaruan studi,
serta menyajikan kerangka teori dan metode penelitian yang digunakan.
Sistematika pembahasan di akhir bab memberikan gambaran alur

keseluruhan tesis.

Bab II Gambaran Tentang Pelaksanaan Mediasi Perkara Perceraian

Bab kedua berisi landasan teoretis yang mendalam mengenai mediasi. Pada
bab ini dibahas secara komprehensif tentang pengertian mediasi dan dasar
hukum, prinsip, tahapan, peran dan fungsi seorang mediator, hingga faktor-
faktor penunjang keberhasilan maupun kegagalan mediasi. Urgensi bab ini
adalah untuk membangun fondasi teoretis yang kokoh bagi analisis

penelitian pada bab-bab selanjutnya.

Bab III Profil Pengadilan Agama Bekasi dan Pengadilan Agama

Cikarang Serta Pelaksanaan Mediasi

Bab ketiga menyajikan data dan temuan lapangan secara deskriptif. Bab ini
berisi profil dari kedua lokasi penelitian, yaitu Pengadilan Agama Bekasi
dan Pengadilan Agama Cikarang. Bagian terpenting dari bab ini adalah
paparan mengenai bagaimana prosedur mediasi secara konkret
dilaksanakan di kedua pengadilan tersebut, didukung oleh data statistik
perkara perceraian dan mediasi selama periode 2022-2023. Urgensi bab ini

adalah untuk menyajikan fakta dan konteks empiris dari kedua studi kasus,
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yang akan menjadi bahan mentah untuk dianalisis secara mendalam pada

bab berikutnya.

Bab IV Keberhasilan Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan

Agama Bekasi dan Pengadilan Agama Cikarang

Bab keempat merupakan inti penelitian yang menganalisis keberhasilan
mediasi secara komprehensif dengan menggabungkan tiga kerangka teori.
Teori perbandingan hukum digunakan untuk membandingkan kedua
pengadilan , teori efektivitas hukum mengurai lima faktor sistemik yang
memengaruhinya (hukum, penegak hukum, sarana, masyarakat, dan
kebudayaan), sementara teori transformative mediation menjelaskan
dinamika internalnya melalui pemberdayaan dan pengakuan. Urgensi bab
ini adalah untuk memberikan jawaban multi-dimensi mengenai faktor-
faktor penentu di balik perbedaan tingkat keberhasilan mediasi di kedua

lokasi.

Bab V Penutup

Adapun bab kelima adalah penutup yang merangkum hasil penelitian, berisi
simpulan yang menjawab secara ringkas rumusan masalah. Bab ini juga
merumuskan saran-saran konstruktif bagi para mediator, lembaga peradilan,
dan peneliti selanjutnya, dengan tujuan memberikan implikasi praktis untuk
peningkatan efektivitas mediasi di masa depan. Urgensi bab ini adalah untuk
menegaskan temuan utama penelitian dan memberikan rekomendasi praktis

guna meningkatkan efektivitas mediasi di masa depan.
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PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat ditarik

kesimpulan sebagai berikut:

1.

Faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan mediasi di kedua
pengadilan menunjukkan perbedaan fundamental pada level sosial dan
interaksi personal. Pada Pengadilan Agama Bekasi, keberhasilan
didorong oleh faktor hukum dan penegak hukum yang kuat, namun
secara signifikan terhambat oleh faktor sosial-budaya seperti patriarki
dan rendahnya pemahaman akan pernikahan. Faktor-faktor penghambat
ini secara langsung menciptakan jalan buntu transformatif, pada kondisi
ini para pihak sulit untuk mencapai pemberdayaan (empowerment) dan
pengakuan (recognition) satu sama lain. Sebaliknya, di Pengadilan
Agama Cikarang, keberhasilan tidak hanya didorong oleh faktor hukum
dan penegak hukum, tetapi secara dominan ditopang oleh sinergi kuat
antara faktor masyarakat dan kebudayaan yang religious. Lingkungan
yang kondusif ini menciptakan fondasi yang subur bagi tumbuhnya
pengakuan (recognition) antarpihak, yang difasilitasi oleh pendekatan

mediator yang humanis.

115



116

2. Perbandingan tingkat keberhasilan mediasi menunjukkan bahwa

Pengadilan Agama Cikarang lebih berhasil secara progresif dan efektif
dibandingkan Pengadilan Agama Bekasi, meskipun Pengadilan Agama
Bekasi memiliki sumber daya material yang lebih baik. Pengadilan
Agama Bekasi, yang berhasil dalam jumlah mediator dan kelengkapan
sarana, justru menunjukkan dinamika keberhasilan yang menurun.
Sebaliknya, Pengadilan Agama Cikarang, dengan segala keterbatasan
sarananya, berhasil menunjukkan peningkatan keberhasilan yang tajam
berkat tingginya partisipasi kooperatif dari para pihak. Perbandingan ini
menegaskan bahwa keberhasilan mediasi tidak semata-mata ditentukan
oleh sumber daya material, melainkan oleh faktor sosial-budaya dan
kapasitas para pihak dalam merespons proses penyelesaian sengketa

secara damai, yang menjadi variabel penentu paling dominan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan beberapa saran

yang diharapkan dapat menjadi tambahan pengetahuan, bahan evaluasi,

maupun rujukan bagi berbagai pihak yang berkepentingan. Adapun saran-

saran tersebut sebagai berikut:

1.

Bagi Mediator
Disarankan untuk meningkatkan kompetensi dalam komunikasi empatik
dan mediasi berbasis budaya lokal agar mampu menyesuaikan

pendekatan dengan kondisi sosiokultural para pihak.
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2. Bagi Pengadilan Agama:

a. Pengadilan Agama Bekasi

Pengadilan Agama Bekasi perlu memperbaiki tata letak ruangan
mediasi agar terisolasi dari kebisingan area ruang tunggu sidang.
Dan berkolaborasi dengan lembaga eksternal untuk memberikan

edukasi pernikahan kepada masyarakat.

c. Pengadilan Agama Cikarang
Pengadilan Agama Cikarang perlu mengupayakan penambahan
jumlah mediator non-hakim bersertifikat serta mengalokasikan
anggaran untuk menyediakan ruang mediasi yang lebih memadai.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya
Disarankan untuk menggunakan pendekatan kualitatif yang lebih
mendalam, misalnya melalui wawancara dengan para pihak yang
berperkara, serta mengkaji secara spesifik pengaruh variable budaya

seperti patriarki terhadap dinamika mediasi.
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